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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTASURAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan kinerja
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, maka
perlu penambahan modal;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada
masyarakat khususnya di bidang penyediaan air
minum dan penge10laan air limbah, maka Pemerintah
Daerah perlu menambah penyertaan modal kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan
Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada
perusahaan daerah perlu ditetapkan dengan peraturan
daerah;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal
pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah
ten tang penyertaan modal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
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1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Penge101aan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan ...
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Seri
D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3
Tahun 1977 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Seri E
Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 17 Seri D
Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun
2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Seri D
Nomor 1);

18. Peraturan ...
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18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penye1enggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor
4);

19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 ten tang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 ten tang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKOTASURAKARTA

Dan

WALIKOTASURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL
PEMERINTAHDAERAHPADAPERUSAHAANDAERAHAIR
MINUMKOTASURAKARTA.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat

daerah sebagai un sur penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta.

6. Anggaran ...
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah
daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Surakarta yang dananya bersumber dari APBD.

8. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Surakarta.

9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta.

10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Surakarta.

11. Penyediaan Air Minum kegiatan menyediakan air
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan
produktif.

12. Penge10laan Air Limbah adalah suatu upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan Perusahaan meliputi
kebijaksanaan, perencanaan, penataan, pemanfaatan,
pengolahan, pengembangan, pemeliharaan,
pengawasan dan pengendalian air limbah termasuk
usaha penyedotan, pengangkutan, pembuangan lumpur
tinja.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

(2) Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah adalah
untuk meningkatkan cakupan pe1ayanan air minum
dan air limbah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat.

BABIII
PENGANGGARAN

Pasal3

Penganggaran penyertaan modal pemerintah daerah
dike1ompokkan ke dalam anggaran penge1uaran
pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah.

BABIV...
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BABIV
BENTUK

Pasal4

(1) Bentuk penyertaan modal, berupa modal pemerintah
daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BABV
JUMLAHDAN

SUMBER PENYERTAANMODAL

Pasal5

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan
sebesar Rp.27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima
Ratus Juta Rupiah).

Pasal6

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari
APBD Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan
Tahun Anggaran 2014.

BABVI
PENGGUNAANDAN

TATACARAPENCAIRAN

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan digunakan
perusahaan untuk membiayai pemasangan Sambungan
Rumah Air Minum dan Air Limbah.

(2) Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dilakukan dengan cara pencairan dana dari Kas Umum
Daerah ke Perusahaan.

BABVII ...
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BABVII
PENATAUSAHAANDAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal8

'Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai
'dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BABVIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasall0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal ~O "9VS-tuS ~0'2

WALIKOTASURAKARTA,

Diundangkan di Surakarta
pada tan al 4 StfUMbe1-- ;l0\"

LE BARANDAERAHKOTASURAKARTATAHUN ~O\~ NOMOR 1
BUor SUHARTO
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PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA

NOMOR ,. TAHUN ~O"
TENTANG

PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH
PADAPERUSAHAANDAERAHAIRMINUMKOTASURAKARTA

1. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang
Pemerintahan oaerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Daerah dapat
menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan
modal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam
rangka meningkatkan kemampuan kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Surakarta, yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kota
Surakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksud. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasa13
Cukup jelas.

Pasa14
Cukup jelas.

Pasa15
Cukup jelas.
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Pasal6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR "1
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